WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR ©8 TAHUN 2019
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

b.

L]

WALI KOTA PADANG,

bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi,
dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor
71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja;

bahwa  schubungan dengan adanya  perubahan
nomenklatur jabatan dan tugas fungsi maka Peraturan
Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurul a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Dacrah  Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah  Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan lembaran negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
schagaimana telah  diubah beberapa  kali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);



S. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun
2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
62095)

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Padang (Lembaran Dacrah Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daecrah Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

o

— = O 00
—_ 0 -

12.

13.

Daerah adalah Kota Padang.

Wali Kota adalah Wali Kota Padang.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Padang.

Sekretariat adalah Sckretariat pada Satpol PP.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satpol PP.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Satpol PP.

. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satpol PP.
. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis Satpol

PP yang melaksanakan dan menunjang kegiatan teknis operasional Satpol
PP

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan
dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan
teratur.

Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga
masyarakat disiapkan dan dibekali pcngetahuan serta ketrampilan untuk
meclaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangl dan
memperkecil  akibat  bencana,  serta ikut memelihara  keamanan,
ketenteraman dab ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
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14.

15.

16.

17.

(1)

(2)

(1)

(2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang
untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Tindakan represif non yustisial adalah suatu tindakan hukum yang
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan
bersama Kepala Dacrah.

Peraturan Kepala Dacrah yang selanjutnya disebut Perkada adalah
Peraturan Wali Kota.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub
polisi pamong praja).

Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali
Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan organisasi Satpol PP, terdiri atas :
a. kepala satuan;
b. sekretariat, terdiri dari ;
1. sub bagian umum;
2. sub bagian kcuangan;
3. sub bagian program.
c. bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, terdiri
dari:
1. seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
2. seksi penyelidikan dan penyidikan;
d. bidang perlindungan masyarakat, terdiri dari :
1. scksi satuan perlindungan masyarakat;
2. seksi bina potensi masyarakat.
e. bidang sumber daya aparatur, terdiri dari :
1. seksi pelatihan dan pengembangan aparatur;
2. secksi pengawasan dan pembinaan aparatur.
.  bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terdiri dari :
1. secksi operasi dan pengendalian;
2. scksi kerjasama, dan
g. kclompok_)abatan fungsional.
Struktur organisasi Satpol PP scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang mecrupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.
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BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Satpol PP
Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas membantu Wali Kota menegakkan Perda dan
Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat (sub polisi pamong praja).
Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan
ketertiban ~umum dan ketentraman serta penyelengaraan
perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada,
penyclengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
penyelengaraan perlindungan masyarakat;

c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada,
penyelenggaraan  ketertiban umum dan  ketentraman serta
penyelengaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas
pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala
dacrah scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala Satuan

Pasal 5

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, serta
mengevaluasi  pelaksanaan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Dacrah,
dan Peraturan Wali Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Satuan mempunyai fungsi :

a. perumusan program kerja di lingkungan Satpol PP berdasarkan
rencana strategis Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar
target kerja tercapal sesuai rencana;

¢. pembinaan bawahan di lingkungan Satpol PP dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
diperoleh kinerja yang diharapkan;

d. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan
serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban
umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, dan
Peraturan Wali Kota;

. penyusun rencana dan program kerja Satpol PP;

g. pengkoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, Peraturan
Wali Kota, dan Keputusan bersama Wali Kota dengan Lembaga
Penegak Hukum, PPNS;



(1)

(3)

h. penyelenggaraan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;

pelaksanaan tindakan represif non yustisial terhadap warga

masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran

Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota;

J. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap
masyarakat dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, dan
Peraturan Wali Kota;

k. pengendalikan penyelenggaraan wurusan ketertiban umum dan
ketertiban masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan
lepal sasaran;

. pembinaan aparatur dalam penyclenggaraan urusan pengelolaan
Satpol PP berdasarkan ketentuan perundang-undangan guna
mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

m. pengarahan penyelenggaraan urusan pengelolaan Satpol PP
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi
tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

n. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan reformasi birokrasi;

o. pelaporan  penyelenggaraan  urusan  pengelolaan  Satpol PP
berdasarkan ketentuan peraturan pcrundang undangan sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja;

p. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan keglatan dan rencana yang akan
datang;

q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
kinerja; dan

r. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.

—

Bagian Ketiga
Sekretariat
Paragraf 1

Umum
Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan.

Sekretariat  mempunyai  tugas membantu Kepala Satuan dalam

memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di

lingkungan Satpol PP dalam urusan umum dan aset, perlengkapan,

keuangan, kepegawaian, perpustakaan, penyusunan program, evaluasi,
dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretariat mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Satpol PP berdasarkan
program kerja Satpol PP serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Satpol PP sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
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d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. menyusun administrasi kepegawaian, umum, aset/perlengkapan,
peralatan, rumah tangga kantor, Kkeuangan, dokumentasi,
perpustakaan, dan kearsipan;

[. mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja Satpol PP;

mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tatalaksana, serta

melakukan evaluasi dan penyusunan laporan;

1. memberi bimbingan dan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-
undangan, pelayanan administrasi keuangan, umum, aset, serta
kepegawaian;

J. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, yang meliputi
pengajuan pengusulan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, kartu pegawai, dan penerimaan penghargaan;

k. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi
penyusunan anggaran, penerimaan, penyetoran, pembukuan,
pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang berpedoman
kepada sistem informasi manajemen pelaporan;

. menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan
pengendalian di bidang umum, kepegawaian, dan keuangan;

m. mengelola layanan informasi, dokumentasi publik dan pengaduan
masyarakat;

n. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Satpol PP

o. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian
atas capaian pclaksanaan reformasi birokrasi;

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang tclah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Satpol PP sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

r.  mclaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Dacrah.

= 0

Paragraf 2
Sub Bagian Umum
Pasal 7

Sub Bagian Umum dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan aset, ketatausahaan,
hubungan masyarakat, serta urusan rumah tangga.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum secbagaimana dimaksud pada ayat

(2) adalah : ’

a. merencanakan kegiatan Satpol PP berdasarkan rencana operasional
Satpol PP secbagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kcpada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
Jawab masing-masing untuk kclancaran pelaksanaan tugas Satpol PP;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



(1)

(2)

(3)

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran
tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

[. merencanakan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan penata usahaan
asset, sarana dan prasarana Satpol PP;

g. merencanakan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan penatausahaan
kepegawaian yang melengkapi pembuatan bezeting pegawai, mutase
pegawai di lingkungan Satpol PP;

h. melaksanakan pengelolaan kegiatan administrasi persuratan yang
meliputi pembuatan norma dan standar tata naskah dinas pengetikan,
penggandaan, penomoran, pengiriman dan  pengarsipan serta
pengendaliannya.

i. melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas di
lingkungan Satpol PP;

J. melaksanakan inventarisasi, penyediaan, pendistribusian dan
pemeliharaan barang-barang inventaris kantor;

k. membinaan dan mcmlasilitasi proses hukuman disiplin kepada
bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin
dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi
jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, dan standar
pelayanan minimal,

m. melaksanakan konstitusi, penyiapan bahan pedoman dan analisis
formasi jabatan terkait sub bagian umum dan kepegawaian;

n. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi
Jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, dan standar
pelayanan minimal;

0. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

p. mengevaluasi pcelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

q. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

r. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan
Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Sub Bagian Kecuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan urusan perencanaan, cvaluasi dan pelaporan kegiatan

serta pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi penyusunan

rencana anggaran pendapatan dan belanja, verifikasi, perbendaharaan,

dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan secbagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah :

a. merencanakan kegiatan Satpol PP berdasarkan rencana operasional
Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
Jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satpol PP;
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L.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Satpol PP sesuali
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan; '
menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Satpol PP
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

melaksanakan pembahasan rencana anggaran Satpol PP bersama
satuan organisasi di lingkungan Satpol PP, perangkat daerah terkait,
serta tim anggaran pemerintah daerah;

menyajikan data pelaksanaan tugas kegiatan Satpol PP;
mengkoordinir pengadministrasian belanja administrasi umum,
belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal, baik
belanja aparatur maupun publik;

meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan,
surat perintah pembayaran ganti uang persediaan, surat perintah
pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung
gaji, dan surat perintah pembayaran langsung pengadaan barang
/jasa;

melaksanakan verifikasi surat perintah pembayaran dan menyiapkan
bahan surat perintah membayar;

menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban belanja administrasi
umum, belanja operasional, dan pemeliharaan belanja modal yang
meliputi transaksi jurnal, buku defisit, dan arus nota perhitungan
bulanan;

menyiapkan bahan rencana anggaran belanja tidak langsung;

. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada sekretaris yang

berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program satuan, serta
administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;
melaksanakan pembahasan rencana anggaran dengan perangkat
daerah terkait atau dengan tim anggaran pemerintah daerah;
mengoordinasikan  pelaksanaan  penyelesaian laporan  hasil
pemeriksaan dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi masalah keuangan dengan
perangkat dacrah terkait;

menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan semester,
laporan fungsional, serta laporan tahunan keuangan;

melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas/program/kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

mengevaluasi pclaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP dengan
cara mengidentilikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.



(1)

(2)

(3)

Paragraf 4
Sub Bagian Program
Pasal 9

Sub Bagian Program dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Penjabaran tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah :

a.

b.

T M

merencanakan kegiatan Satpol PP berdasarkan rencana operasional
Satpol PP scbagai pcdoman pclaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satpol PP,
membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

mcmeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan proscdur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran
tahunan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

merencanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi bahan
perumusan kebijakan Satpol PP;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data
dan informasi Satpol PP;

melaksanakan penyusunan pedoman dan program kerja Satpol PP;
melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan Satpol PP
melaksanakan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait
program, evaluasi dan laporan Satpol PP;

membina dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada
bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin
dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

menyusun  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah,
perjanjian Kinerja, rencana strategis, rencana Kerja, rencana Kkerja
tahunan, indikator kinerja utama, indikator kinerja individu, dan
perjanjian kinerja individu;

. melaksanakan program, cvaluasi dan laporan serta pelaporan

kegiatan Satpol PP;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.



(1)

(2)

(3)

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
' Paragraf 1
Umum
Pasal 10

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai
tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan bahan penyuluhan,
pengawasan, dan teknis penyidikan, serta menyiapkan bahan fasilitasi
pemberdayaan mitra kerja bidang penegakan peraturan perundang-
undangan daerah. '

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai
tugas:

a.

menyusun rencana operasional di lingkungan Satpol PP berdasarkan
program kerja Satpol PP serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Satpol PP sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

melaksanakan penegakan atas pelanggaran peraturan perundang-
undangan daerah;

melakukan penyuluhan, pengawasan, dan teknis penyidikan
penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

melakukan pemeriksaan khusus sebagai bahan dari tindakan
kepolisian dalam pencegahan, serta melakukan tindakan pertama
ditempat kejadian atas pelanggaran perundang-undangan daerah;
memberdayakan sumber daya yang ada dan mitra kerja terkait di
bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
memberikan masukan dan saran kepada kepala satuan;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
kepala para kepala seksi sesuai dengan tugas masing-masing;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan
tugas bawahan;

membuat laporan kepada kepala satuan setelah selesai melaksanakan
tugas;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Satpol PP sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan sccara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
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(1)

(2)

(3)

Paragraf 2
Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan
Pasal 11

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah.

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam penyuluhan, pengawasan, dan
penindakan peraturan perundang-undangan daerah.

Penjabaran tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. merencanakan kegiatan Satpol PP berdasarkan rencana operasional
Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
Jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satpol PP;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

e. melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

f. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan peraturan
perundang-undang daerah yang berkaitan dengan ketenteraman dan
ketertiban masyarakat;

g. melaksanakan penegakan atas pelanggaran pelaksanaan peraturan
perundang-undangan daerah yang berbentuk tindakan
pembinaan/represif non yustisi;

h. melakukan koordinasi dan pemberdayaan mitra kerja di bidang
penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

i. menyusun laporan kejadian pelanggaran peraturan perundang-
undangan daecrabh;

J. mclaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
terhadap ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan
daerah, serta tindak pidana,;

k. melaksanakan pemeriksaaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam pencegahan, serta melakukan tindakan pertama di
tempat kejadian atas pelanggaran peraturan perundang-undangan
daerah;

I. melakukan pencarian keterangan dan barang bukti dalam penegakan
peraturan perundang-undangan daecrah;

m. melaksanakan pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan daerah;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

p. meclaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

q. meclaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
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(1)

(2)

(3)

Paragraf 3
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Pasal 12

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Daerah.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap
pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

Penjabaran tugas Scksi Penyeclidikan dan Penyidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. merencanakan kegiatan Satpol PP berdasarkan rencana operasional
Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
Jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satpol PP,

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

e. menginventarisasi pelanggaran peraturan perundang-undangan
daerah;

. melaksanakan penerimaan laporan dan atau pengaduan atas
pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian dan
atau instansi terkait dalam penanganan dan pelaksanaan penyidikan
atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

h. menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan berkas penyidikan atas
pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

1. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil
penyclidikan  atas  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan
daerah; '

J. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan program seksi;

k. melaksanakan pemeriksaan dan tindakan pertama di tempat kejadian
yang berhubungan dengan ketertiban umum;

. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya;

m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

o. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
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(1)

(2)

(3)

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Masyarakat
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala
Satuan dalam melaksanakan operasional pengembangan perlindungan
masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat, serta melakukan
koordinasi dengan instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

a.

menyusun rencana operasional di lingkungan Satpol PP berdasarkan
program kerja Satpol PP serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Satpol PP sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

mclaksanakan perencanaan di bidang perlindungan masyarakat;
melaksanakan program kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
menyusun dan melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia, yang meliputi pendidikan, pelatihan dan penalaran, serta
kebutuhan sarana dan prasarana;

melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perlindungan masyarakat;

melakukan pembinaan  dan pelaksanaan kegiatan di bidang
perlindungan masyarakat;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Satpol PP sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan sccara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
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(1)

(2)

(3)

Paragraf 2
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
Pasal 14

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
Scksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang dalam melaksanakan penanganan masalah aktual yang
mencakup  aspek-aspek  pengembangan sumberdaya masyarakat,
penanggulangan bencana, dan perlindungan masyarakat.

Penjabaran tugas Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. merencanakan kegiatan Satpol PP berdasarkan rencana operasional
Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satpol PP;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

e. menyiapkan pedoman mengenai penanganan masalah aktual yang
mencakup aspek-aspek politik, eckonomi, sosial, budaya, dan
pemberdayaan aparatur;

. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
penanganan masalah aktual;

g merumuskan hasil pengkajian penanganan masalah aktual daerah
dan tindak lanjut kebijakan penanganan pemberdayaannya;

h. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, analisa,
serta pelaksanaan kerjasama penanganan kontijensi ketenteraman
masyarakat;

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, sistemasi data,
dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan, penanggulangan
bencana dan pengembangan sumberdaya perlindungan masyarakat;

j-  memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan
penanggulangan bencana;

k. mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan
bentuk  penyakit  masyarakat, termasuk penyalahgunaan dan
peredaran narkoba;

. menyiapkan pedoman pelaksanaan berbagai macam bentuk penyakit
masyarakat;

m. melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan penanganan penyakit masyarakat;

n. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/penanganan
minuman keras, narkoba, praktek prostitusi, perjudian, aksi
premanisme, tindak penyeludupan peredaran uang palsu dan
cksploitasi anak dibawah umur;

o. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan penanganan
penyakit masyarakat;

p. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
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(1)

(2)

(3)

q. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

r. mclaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Dacrah.

Paragraf 3
Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 15

Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang dalam meclaksanakan pengembangan pembinaan potensi

masyarakat dan memberikan bimbingan kepada kelompok masyarakat

yang bermasalah.

Penjabaran tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah :

a. merencanakan Kegiatan Satpol PP berdasarkan rencana operasional
Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satpol PP;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi;

meneliti, menganalisa, mengevaluasi, dan mengembangkan pola

pengembangan pembinaan potensi masyarakat;

memberikan pembinaan dan bimbingan kepada kelompok masyarakat

yang bermasalah;

mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan

pengembangan potensi masyarakat;

J. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan potensi masyarakat;

k. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengembangan
potensi masyarakat;

l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP dengan
cara mengidentiflikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

n. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Dacrah.

> ®Roo
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(1)

(2)

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Aparatur
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Satuan.

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala
Satuan dalam pengembangan sumberdaya aparatur berdasarkan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan untuk memperlancar
pelaksanaan tugas Satpol PP untuk menghasilkan sumberdaya aparatur
Satpol PP yang profesional dan handal.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Satpol PP berdasarkan
program kerja Satpol PP serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Satpol PP sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. melakukan penyusunan program pembinaan sumber daya aparatur
dalam pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;

f. melaksanakan kebijakan dalam membina dan peningkatan
kemampuan sumber daya aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum;

g. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam peningkatan
kemampuan aparatur Satpol PP dalam penyclenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum;

h. meclaksanakan pengawasan terhadap anggota Satpol PP agar selalu
taat dan mentaati prosedur tetap dalam penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang tclah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

J. menyusun laporan pelaksanaan tugas Satpol PP sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

k. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
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(1)

(2)

(3)

Paragraf 2
Seksi Pelatihan dan Pengembangan Aparatur
Pasal 17

Seksi Pelatihan dan Pengembangan Aparatur dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

Seksi  Pelatihan dan ° Pengembangan Aparatur mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pelatihan dan
pengembangan sumberdaya aparatur Satpol PP.

Penjabaran tugas Seksi Pelatihan dan Pengembangan Aparatur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. merencanakan kegiatan Satpol PP berdasarkan rencana operasional
Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
Jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satpol PP;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi;

menyusun rencana dan program kerja seksi;

menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di internal

seksi;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelatihan dasar,

lanjutan, dan, pelatihan teknis/fungsional bagi anggota Satpol PP;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan
untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya
aparatur;

j. mclaksanakan pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP yang baru;

k. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan
kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur di bidang
teknis/fungsional,;

l. menyiapkan bahan pclaksanaan pengembangan  sumber daya
aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, yang
meliputi pendidikan PPNS, pengarsipan, pranata komputer, dan lain-
lain;

m. melaksanakan bimbingan teknis fungsional kemampuan dan
keterampilan anggota Satpol PP;

n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan lanjutan dan
teknis/fungsional;

o. meclaksanakan pengembangan sumber daya aparatur melalui
pendidikan dan pelatihan, yang meliputi pelatihan baris berbaris,
search and rescue, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, dan
pengamanan;

p. mclaksanakan bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan
anggota Satpol PP;

q. mclakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian
scsuai dengan tugas dan fungsinya;

r. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

> @ oo

—
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(1)

(2)

(3)

s. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

t. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.

Paragraf 3
Seksi Pengawasan dan Pembinaan Aparatur
Pasal 18

Seksi Pengawasan dan Pembinaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

Seksi Pengawasan dan Pembinaan Aparatur mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang dalam melaksanakan operasional pengembangan

sumberdaya aparatur khususnya dalam peningkatan kemampuan dan

keterampilan teknis/fungsional aparatur.

Penjabaran tugas Scksi Pengawasan dan Pembinaan Aparatur

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. merencanakan kegiatan Satpol PP berdasarkan rencana operasional
Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
Jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satpol PP;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

e. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan dan pola
pengawasan dan pembinaan aparatur;

. menyusun pedoman pemantauan, pengawasan, dan pembinaan
apartur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan pengawasan pelaksanan tugas anggota;

h. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan
anggota dalam pelaksanaan tugasnya;

1. menganalisa hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan
anggota dalam pelaksanaan tugasnya;

J. melaporkan dan memberikan rekomendasi upaya pembinaan pada
pimpinan atas pelanggaran anggota dalam pelaksanaan tugasnya,;

k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

I. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

m. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
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(1)

(2)

(3)

Bagian Ketujuh
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Paragraf 1
Umum
Pasal 19

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai
tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pembinaan
ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat, pelaksanaan
operasional penertiban, memimpin personil dalam operasional di
lapangan, pelaksanaan pengamanan objek vital milik pemerintah daerah,
serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai
tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Satpol PP berdasarkan
program kerja Satpol PP serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Satpol PP sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyclia pclaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan,;

e. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat;

f.  melaksanakan pemantauan terhadap kepatuhan masyarakat untuk
mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah, keputusan kepala
dacrah, dan produk hukum dacrah lainnya;

g melakukan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan
secara massal untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman
dan ketertiban umum;

h. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan
usaha yang berdampak pada terganggunya ketenteraman dan
ketertiban umum;

i. melakukan pengkajian langkah preventif, baik sebelum maupun
sesudah operasi penertiban dan pengawasan;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Satpol PP sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

I. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 2
Seksi Operasi dan Pengendalian
Pasal 20

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang dalam melaksanakan operasi rutin, penertiban, serta melakukan

pengendalian kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Penjabaran tugas Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah :

a. merencanakan kegiatan Satpol PP berdasarkan rencana operasional
Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
Jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satpol PP;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
sesual dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

melaksanakan patroli rutin dan khusus;

melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

melaksanakan operasi penertiban gelandangan, pengemis dan wanita

tuna susila;

melaksanakan penertiban tempat-tempat usaha yang menimbulkan

gangguan lingkungan,;

melaksanakan penertiban izin tempat usaha;

5o oo

J. melaksanakan penertiban terhadap pengambilan bahan galian C;

melaksanakan penertiban izin rumah makan, kafe, dan tempat
karaoke;
melaksanakan penertiban hotel-hotel dan penginapan kelas melati;

. melaksanakan penertiban tempat-tempat hiburan umum;
melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu
ketertiban, kebersihan, dan keindahan;

0. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum:;

p. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

q. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan proscdur dan peraturan yang berlaku scbagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

r. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.

537

Paragraf 3
Seksi Kerjasama

Pasal 21
Seksi  Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Seksi Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam
melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk
mewujudkan ketertibah umum dan ketentraman masyarakat.
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(3) Penjabaran tugas Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah :

a.

b.

merencanakan kegiatan Satpol PP berdasarkan rencana operasional
Satpol PP scbagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satpol PP;
membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

melakukan  koordinasi dengan koordinator pengawasan dari
kepolisian;

melakukan koordinasi dengan pengadilan negeri;

melakukan koordinasi dengan kejaksaan negeri;

melaksanakan kerjasama dengan TNI dan Kepolisian untuk
mclaksanakan penertiban;

menghimpun dan mengolah bahan laporan atau pengaduan dari
masyarakat maupun instansi terkait;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan ketenteraman dan ketertiban;

melakukan pengumpulan informasi langsung dari lapangan sebelum
dan sesudah pelaksanaan operasional penertiban;

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap
pejabat negara atau pejabat daerah yang melakukan kegiatan dan
membutuhkan pengawalan;

. melaksanakan operasi dilapangan dalam rangka pencegahan dan

penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Wali
Kota, dan Keputusan Wali Kota di wilayah kecamatan;

melaksanakan  proses administrasi penyidikan, pemeriksaan,
pengusutan, dan pengajuan tuntutan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota di wilayah
kecamatan;

melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga
masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota di
wilayah kecamatan; dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Satpol PP sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 22

Pada Satpol PP dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok
Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kelompok Jabatan f[ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas mclaksanakan sebagian tugas teknis Satpol PP sesuai
dengan kcahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Satuan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pada masing-masing satuan organisasi dan
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP maupun
antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sctiap satuan organisasi di lingkungan Satpol PP wajib mengawasi
bawahannya, dan bila terjadi pcnyimpangan agar mengambil langkah
yang diperlukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Setiap pimpinan pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan
Satpol PP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahannya, memberi bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahannya.

Setiap pimpinan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Satpol
PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab

kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada
waktunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Pcraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota
Padang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah
Tahun 2016 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

o
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Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 22

(1) Pada Satpol PP dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok
Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satpol PP sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Satuan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas pada masing-masing satuan organisasi dan
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP maupun
antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap satuan organisasi di lingkungan Satpol PP wajib mengawasi
bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah
yang diperlukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan
Satpol PP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahannya, memberi bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahannya.

(4) Setiap pimpinan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Satpol
PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab

kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada
waktunya.

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Pejabat yang telah diangkat sebelum berlakunya peraturan Wali Kota ini tetap
menjabat sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota
Padang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah
Tahun 2016 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Nevérmeer 2019

KOTA PADANG,

Diundangkan di Padang
pada tanggal (9 [Nwuember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

AMASRUL

JATA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR &¢
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LAMPIRAN I :
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPALA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB SUB
SUB BAGIAN BAGIAN BAGIAN
UMUM KEUANGAN PROGRAM
\

BIDANG PENEGAKAN _ ]\_ETEI_{F‘I}{;;XI‘\](LINIUM
PERATURAN BIDANG PERLINDUNGAN BIDANG SUMBER AL
PERUNDANG- MASYARAKAT DAYA APARATUR e AN ,

UNDANGAN DAERAL KETENTERAMAN

MASYARAKAT

I

] T

| SEKSI PEMBINAAN,
PENGAWASAN, DAN
PENYULUHAN

SEKSI SATUAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

SEKS! PELATIHAN

DAN ]

PENGEMBANGAN
APARATUR

SEKSI OPERASI DAN
PENGENDALIAN

T_J SEKSI
PENYELIDIKAN DAN

PENYIDIKAN

SEKSI BINA POTENSI
MASYARAKAT

SEKSI PENGAWASAN
DAN PEMBINAAN
APARATUR _J

SEKSI KERJASAMA

KOTA PADANG




